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BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin

kepastian hukum terhadap pungutan Pajak Parkir;

bahwa Pajak Parkir merrrpakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang dapat membiay,ai pelaksanaan

pembangunan di daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 peraturan

Daerah Nomor 19 Tahun 2O2I tentang Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf: a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
L

Pelaksanaan.PajakParki.r; $ .fr

,,|

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun LggT tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

d.

: 1.

2.



Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Norn.-or 14 Tahun 2OO2 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor al89l:'

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Leni6aran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tarybalran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor a286);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48431 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25L,

4.

5.



' Tambahan Lembaran Negara Republik Ind,onesia

Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaifnana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

, Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan

Lelmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aoa!;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Ret'ublik Indonesia Tahun 2OlO

Nomor lI9, Tambahan Lembgran, Negara Republik

Indonesia Nomor 5161); . '

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2077 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a79);



Menetapkan

'13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16

Tahun 2O2t tentang Pembentukan dan Susirnan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

. Tahun 2021 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19

Tahun 2O2l tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2O2l Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Natuna.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang

melaksanakal fungsi 
,penLniairg 

penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan.

5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang keuangan.

6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan

yang tidak bersifat sementara.

7. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor.



8. Wajib PaJak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Perpajakan Daerah.

9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kaldnder

atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan

. Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan

melaporkan pajak yang terutang.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya

1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

tahun kalender.

ll.Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun pajak

atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

12. Pemungutan Pajak adalah suatu rangilaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,

penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta

pengawasan penyetorannya.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SPTPD adalali surat yang oleh Wajib pajak

digunakan untuk melaporkap perhitungan danf atau
pembayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan

Daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang



' menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang

Terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah

. pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas

jumlah yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada

pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

d,anf atau sanksi admiiiistratif berupa bunga danf atau

denda. I ...
2l.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan

yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung

danf ata:u kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang

terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat

ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan

pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak

daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar,

surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan

dan surat keputusan pemberatan.



22.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan

pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan

pajak daerah nihil, surat ketetapan daerah lebih bayar

atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

p3. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup
dengan menJrusun laporan keuangan berupa neraca dan

laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara obyektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk meguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan/atau tujuan lain, dalam rangka melaksanakan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan

daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

i'
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Parkir alpurigut Pajak atas setiap

penyelenggaraan perparkiran dan tempat penitipan

kendaraan bermotor.

(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan perpakiran dan

penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran,

meliputi;

a. penyelenggaraan perparkiran; dan

b. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor.



Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. penyelenggaraan perparkiran di areal Parkir gedung

kantor Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah dan swasta/industri tanpa dipungut

Pembayaran;

b. penyelenggaraan Parkir atau penitipan kendaraan yang

dilaksanakan bukan pada areal khusus perparkiran,

seperti bahu jalan dan areal kosong lainya; dan

c. penitipan kendaraan bermotor yang kapasitas penitipan

kurang dari 10 (sepuluh) kendaraan bermotor.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Pajak Parkir dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA

PAJAK DAN JENIS

PERHITUNGAN, MASA

PAJAK

(1)

(2)

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada penyelenggara Parkir dan penitipan

kendaraan.

Pembayaran adalah :'jumlah yang diterima atau

seharusnya diterima dalam bEntuk apapun untuk harga

pengganti sebagai penukar atas penyediaan jasa

perparkiran atau penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen)

dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1).

(1)

(2)



Pasal 7

Masa Pajak Parkir 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 8

Tata cara Pemungutan Pajak Parkir dipungut dengan cara

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment sgstem).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak Parkir wajib mendaftarkan usahanya

ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang keuangan dalam jangka #aktu sebelum

dimulainya kegiatan usahanya.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

keuangan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara

jabatan.
t

(3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

a. pengusah al penanggung jawab atau kuasanya

mengambil, mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

keuangan; dan

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditanda

tangani disampaikan kepada Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan



urusan pemerintahan bidang keuangan dengan

melampirkan:

1. fotokopi KTP pengusaha/penanggung jawabl

penerima kuasa;

2. fotokopi surat keterangan usaha;

3. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung

jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP

dari pemberi kuasa; dan

4. terhadap penerimaan berkas pendaftaran,

Perangkat Daerah yarrg melaksanakan fungsi

penunJang penyelenggaran urusan

pemerintahan bidang keuangan memberikan

tanda terima Pendaftaran.

Pasal 10

(1) Berdasarkan keterangan wajib Pajak dan data yang ada

pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaran

urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan:

a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan

Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;

b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung

jawab usaha Wajib Pajak; dan

c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)'

(21 Penyerahan Surat Fengukuhan, Surat Penunjukan, dan

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

kepada pengusaha pengusaha/penanggung jawab atau

kuasanya.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 1 1

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok wajib

pajak Daerah (NPWPD) setiap awal bulan, wajib mengisi

SPTPD Masa Pajak bulan Yang lalu.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya'



(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan kepada Kepala Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya

Masa Pajak.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh 'pada

hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD

jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus disertai lampiran dokumen berupa:

a. data Wajib Pajak;

b. alamat Wajib Pajak;

c. jenis usaha;

d. rekapitulasi penerimaan Masa Pajak bulan

bersangkutan yang disusun dari rekapitulasi karcis

parkir atau bukti pembayaran harian.

Bagian Kedua

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

dan Pemungutan Pajak

Paragraf 1

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

dan Pemungutan Pajak

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD

dengan benar, jetas dan lerigkap dan ditandatangani

oleh Wajib Pajak atau liuasanya serta menyampaikan

kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan.

Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Perangkat

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

SPTPD memuat laporan omset Parkir.

(4)

(s)

(1)

(2)



(4)

(s)

(6)

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas)

hari setiap bulan.

Apabila batas waktu penyampaian SPTpD jatuh pada

hari libur, maka batas waktu penyampaian SpTpD

jatuh pada hari kerja berikutnya.

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan

keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2%o

(dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan

SPTPD.

Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal l_3

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 diberikan

teguran secara tertulis ; oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang keuangan. !

Paragraf 2

Pemungutan Pajak

Pasal 14

Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara

jabatan dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan berdasarkan data

atau keterangan lain yang dimiliki.

(7)

(8)

(1)



(2) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

juga dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan

dan pencatatan omset usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan . dan

pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak

benar; dan

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan

dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau

menolak memberikan keterangan pada saat

dilakukan pemeriksaan.

Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan,

petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan telah melakukan prosedur pemeriksaan

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara

jabatan dapat didasarkan pada data omset yang

diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga)

caraf metode pemeriksaan sebagai berikut:

a. berdasarkan hasil pembukuan;

b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi

tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. berdasarkan data pembanding.

Pasal 1S

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat

terutangnya Pajak Parkir, Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan dapat

menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil

keterangan lain atau hasil

ternyata tidak benar, Pajak

pemeriksaan atau

pemeriksaan SPTPD

Parkir terutang tidak

(3)

(4)

(1)

atau kurang dibayar;



(2)

2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SpTpD

dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur

secara tertulis; dan

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi,

Pajak Parkir yang terutang dihitung secara

jabatan.

b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan

data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap; dan

c. SKPDN jika jumlah Pajak Parkir yang terutang sama

besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau

Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak.

Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan

dihitung dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya Pajak Parkir.

Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terrrtang dalam

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan 25o/o (dua puluh lima persen) dari jumlah

kekurangan Pajak Parkir tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum

dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak

Parkir ditambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak

Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar

(3)

(4)

(s)



(6)

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir.

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD,

wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal diterbitkan.

Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, yang tidak

atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 27o (dua persen)

sebulan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak Parkir wajib menyampaikan rekapitulasi

penerimaan bulanan yang disusun sesuai rekapitulasi

penerimaan karcis parkir harian, ditetapkam jumlah pajak

yang dipungut untuk masa danlatau bulan yang

bersangkutan.

t'
Bagian Keempat

t.

(1)

(2)

Penyetoran dan Tempi.t Pdmbayaran

Pasal 18

(1) Penyetoran Pajak Parkir terutang dilakukan paling lama

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan

menggunakan SSPD.

(21 Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur

maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja

berikutnya.

Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan pada Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk



(4)

oleh Bupati atau melalui Bendahara penerimaan pada

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang
keuangan.

Apabila penyetoran Pajak Terutang dilakukan setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud .pada

ayat (1) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2olo

(dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SpTpD.

Bentuk SSPD sebagaimana pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan atau pejabat yang ditunjuk at'as permohonan

Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang

Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan

dikenakan bunga sebe3ar 2o/o (dua persen) sebulan.

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan

pembayaran Pajak Terutang {ilakukan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak yang , qkan melakukan pembayaran

secara angsuran rnaupun menunda pembayaran

pajak, harus mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan dengan

disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan
permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a

harus sudah diterima oleh Perangkat Daerah yang

(s)

(1)

(21



c.

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran

yang telah ditentukan;

permohonan sebagaimana dimaksudkan pada huruf

a harus melampirkan rincian utang pajak untuk

Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan

serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya

permohonan;

terhadap permohonan pemb ayarar: secara angsuran

maupun penundaan pembayaran yang disetujui

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

bidang keuangan dituangkan dalam surat

keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran

secara angsuran maupun penundaan pembayatan

yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan dan Wajib Pajak yang bersangkutan;

pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk

10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 1O

(sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat

keputusan angsuran kecuali ditetapkan lain oleh

kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggarraan urusan pemerintah

bidang keuangan; . '

penundaan pembayaran diberikan untuk paling

lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh

tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB,

SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

bidang keuangan berdasarkan alasan Wajib Pajak

yang telah diterima;

Pembayaran angsuran atau penundaan Pembayaran

dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan;

d.

e.

f.

ob'



h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah

sebagai berikut:

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya
terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasit pembagian

antara besarnya sisa pajak yang belum , atau

akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian

antara jumlah Pajak Terutang yang akan

diangsur dengan jumlah bulan angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa

angsuran dengan bunga 2o/o (dua persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan
angsuran adalah pokok pajak angsuran

ditambah dengan bunga sebesar 2o/o (dua

persen).

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap

bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi

tetapi harus dilunasi setiap bulan;

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah

sebagai berikut:

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh
jumlah Pajak Terutang yang akan ditunda yaitu
hasil perkalian antara b:unga 2o/o (dua persen)

dengan jumlah .bunga yang ditunda dikalikan
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan

ditunda; ' '

2. besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh
jumlah utang pajak yang ditunda ditambah

dengan jumlah bunga 2o/o (dua persen) sebulan;

dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi

sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo

penundaan yang telah ditentukan dan tidak

dapat diangsur.

k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan

permohonan pembayaran secara angsur tidak dapat

1.

j.



a

(1)

mengajukan permohonan penundaan pembayaran
untuk surat ketetapan pajak yang sama.

(3) Bentuk dan isi surat Keputusan pembayaran angsuran
dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang
berhubungan dengan penyeresaian permohonan
angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetailkan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
bidang keuangan.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang
keuangan dapat menerbitkan STpD apabila:
a. Pajak Parkir dalam tahun berjalan tidak atau

kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian sprpD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung; dan

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa
denda dan bunga.

Jumlah kekurangan pajak Terutang dalam STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b ditambah dengan sanksi lberupa bunga 2o/o (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)

bulan sejak saat terutang pajak.

Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua
persen) sebelum dan ditagih dengan STPD.

Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(2)

(3)

(4)



(1)

(2)

(3)

Pasal 2 1

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang

Terutang dalam Surat Ketetapan pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak

dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan perundang-

undangan.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung

pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan

penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk
atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN pajak parkir.

Pasal 23

Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud dalain Pasal 22 dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang keuangan dengan memproses penyelesaian

keberatan untuk jumlah ketetapan pajak yang meliputi
pokok pajak berikut sanksi administrasi.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk
beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak

atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara

bersama di Perangkat Daerah yang melaksanakan

(1)

(2)



(3)

fungsi penunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang keuangan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk
surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan
penagihan pajak dengan Surat Paksa diselesaikan

melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.

Batas kewenangan penyelesaian keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3) dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang keuangan.

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas

Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus

dapat membuktikan ketidakbena,ran ketetapan

pajak tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh

Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan

dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan

surat kuasa; dan

d. surat permohonan, keberatan diajukan untuk surat

ketetapan pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau

Masa Pajak dengan meldmpiikan fotokopinya dan

permohonan keberaian diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal24

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tidak

(41

(5)



(1)

dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi
persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf d,

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan dapat meminta Wajib Pqjak untuk
melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 25

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

pajak pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam

Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa menerima selurrrhnya atau

sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak

Yang Terutang , .

Apabila jangka waktu seQagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang keuangan tidak
memberikan jawaban maka keberatan yang diajukan

Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib

Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur

pembayaran.

(2)

(3)

(4)



(1)

(2)

Pasal 27

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan
pemeriksaan lapangan, maka Kepala perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta
kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan pajak

Parkir.

Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan
pemeriksaan lapangan, kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan dapat

berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk
mendapatkan masukan dan pertimbangan atas

keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam
laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan dapat membentuk Tim Pertirnbangan

Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan

dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang
keuangan karena jabatanya atau atas permohonan

Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan

keberatan Pajak Parkir ypng. dalam penerbitnya

terdapat keSalahan tulis, kesalahan hitung danlatau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-

undangan tentang Pajak Parkir.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib

Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan paling lama 30

(3)

(1)

(2)

puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat



petikan putusan

yang jelas.
keberatan dengan memberikan alasan

Bagian Kedua

Banding

(1)

Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan pajak terhadap keputusan
mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau
pej abat yang ditunjuknya.

Keputusan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat
banding.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau jabatannya, Bupati
atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKpD,

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung danf atau kekeliruan
penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan Perpajakan daerah.

(2) Kepala Kepala Perangkht Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang PetYelenggaraan

(2)

urusan
pemerintahan bidang keuangan dapat:

a. mengurangkan atau menghapus sanksi
administratif berupa bunga, denda dan kenaikan
Pajak Yang Terutang menurr.rt peraturan

Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

mengurangankan atau membatalkan SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang tidak benar;

b.



c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak

sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang

bedasarkan pertimbangan kemampuan.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur sebagai berikut:

a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

bidang keuangan dengan alasan yang jelas;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan melakukan

pengkajian dan penelitian;

c. keputusan pemberian pengurangan atau

penghapuan sanksi administrasi, pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

bidang keuangan;
l ..

d. paling lambat 1 (satu) 'bulan setelah menerima

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang keuangan harus memberikan keputusan

dikabulkan atau ditolak;

e. apabila setelah 1 (satu) bulan sebagaimana

dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan belum memberikan keputusan, maka



(1)

(2)

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dianggap dikabulkan; dan

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang keuangan menyampaikan

laporan kepada Bupati terhadap keputusan

pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi, pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak Parkir,

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran kepada Perangkat

Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terjadi apabila:

a. Pajak Parkir dibayar ternyata lebih besar dari yang

seharusnya terutang; dan

b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang

seharusnya tidak teSutang.

Pasal 3Q

(1) Permohonan pengajqan pengembalian kelebihan

pembayaran harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dengan

mencantumkan besarnya pengembalian yang

dimohonkan disertai alasan yang jelas;

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak

atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila

dikuasakan; dan

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,

dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak

harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.



(2)

(1)

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Pasal 33

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian

terhadap permohonan pengembalian, dalam jangka

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak Parkir, Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan harus
memberikan keputusan dengan menertbitkan SKPDLB.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah bidang keuangan tidak memberikan

suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran Pajak Parkir dianggap dikabulkan dan

SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan.

Pasal 34

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,

kelebihan pembayaran l' Pajak Parkir langsung

diperhitungkan untuk melunasi teglebih dahulu utang pajak

tersebut.

Pasal 35

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB.

(2)



(1)

(2)

BAB IX

KEDALUWARSA DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 36

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh aPabila:

a. dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

penyampaian surat Paksa tersebut;

b. pengakuan utang pajak secara langsung adalah

wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang pajak dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan

c. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat

diketahui dari pengajuan permotionan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 37

piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputJsari' penghapusan piutang

pajak yang sudah kedaiuwarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah

kedaluwarsa diatur sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

bidang keuangan menyampaikan laporan kepada

Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

(1)

(2)

(3)



t.
berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf
a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan

piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

bidang keuangan memberitahukan keputusan
penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa

kepada wajib pajak dan Perangkat Daerah lain yang

terkait.

BAB X

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

Pasal 38

Pelaksanaan, pemberdayaarL, pengawasan dan

pengendalian Pajak Parkir ditugaskan kepada

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangan dapat bekerja sama dengan Perangkat

Daerah terkait.

BAB XI

KETENTUAN PdNU?UP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan

Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Natuna (Berita

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL3 Nomor 8)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b.

c.

(1)

(2)



Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 40

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 7b flrrt eOZ.z-

BUPATI NATUNA,T (I

t.

Diundangkan

pada tanggal

SEKRETARIS

di Ranai

Lb Apntl 2ozY
DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BERTTA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR tb4

WIJANAR



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NATUNA

NoMoR { jf raHuN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG

MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG KEUANGAN

SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK PARKIR
i:::::i1::1T:

Nomor :

Masa Pajak :

Tahun :

PERIIATIAN:
1. Bacapetunjukpengisian.
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang bidang keuangan Kabupaten Natuna, paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir,
sekaligus melakukan pembayaran pajak.

4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi
administrasi sesrrai Perehrren Dnerah wanq lrcrlql:rr

B. NAMAWAJIB PAJAK
C. ALAMATWAJIB P,C,JAK

D. NAMAUSAHA
E. AI-A.MAT TEMPAT PENGAMBII,AN/USAHA

F. DESA/ KECAMATAN
G. TELEPHONE/HP
H, PERUBAHAN IDENTITAS ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)
I. DASAR PENGENAAN PA.JAK Nilai Jual Parkir JUMLAH (Rp.)

1. HargaPasaranParkir

2. Volume Kendaraan

Jumlah (1 x 2)
J, PAJAKTERUTANG (1 x Tarif Pajak 10%)
K. KREDITPAJAK
L. YANGHARUSDIBAYAR (lajur huruf J - huruf K)

M. PERI{YATAAN WA,JIB PAJAK ATAU KUASANYA Dengan menyadari sepenuhnya
akan akibat termasuk sanksi
sesuai peraturan daerah yang
berlaku, maka saya menyatakan
data yang diisikan beserta
lampirannya. adalah yang
sebenar-benarnya.

Ranai,

(................)

N. PEMBETULAN IDENTITAS

NPWP
NAMAWAJIB PAJAK
ALAMATWA.JIB PAJAK
NAMAUSAHA
ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/ USAHA
DESA / KECAMATAN
TELEPHONE/HP

1.
2.
a

4.
5.
6.
7.

'

PETUNJUK PENGISISAN SPTPD:
Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G :

Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi
sesuai keadaan/lokasi usaha

KEPALA BADAN,

{, "r*ttNAruNA, t
\l rSrs

\U]IP3ffi
n-

{.



.I'T.;N'IAN G PT] I'U NJ U K PELAKSANAAN

PAJAK PARKIR

'Bentuk SKPDKB, SI{PDKBT, SKPDN

A. Bentuk dan i,si Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bagar (SKPDKB)
lffil
fl$Sfl - PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KlE// PBNENOTET DAERAH YANG MEI,AKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGANl*\*r''-"a\<qEii-d@)'/

Nomor

Kepada Yth.
di

Ranai,

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2O2L tentang Pajak Daerah telah
atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak

I. Berdasarkan Peraturan
dilakukan pemeriksaan
Parkir terhadap:
Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

II. II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir Rp..

2. Pajak Parkir yang terutang:
tOo/o x Rp.........(1)

Rp...

3. Pajak Parkir yang seharusnya dibayar (2) Rp...

4. Pajak Parkir yang telah dibayar Rp...

5. Pqjak Parkir yang kurang dibayar ( 3 - 4 ) Rp...

6. Sanksi administrasi berupa:

!
Rp......
Rp......

a. Bunga = 2o/o x...... bulan x Rp......(5)
b. Kenaikan = 25 o/o x (21 + 2o/o x .... bulan x Rp. ...(5)

7. Sanksi administrasi a atau b Rp.....

8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Rp...

9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8 Rp....

Dengan huruf

KEPALA BADAN,



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bagar Tambahan (KPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT KETBTAPAN PA.'AK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAIIAN

Kepada Yth.
di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo i

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2O2L ter:tang Pajak Daerah telah
dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap:
Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir Rp...

2. Pajak Parkir yang seharusnya terutang: l0o/o x
Rp...(1)

Rp...

3. Pajak Parkiryang seharusnya dibayar (2) Rp...

4. Pajak Parkir yang telah dibayar Rp..

5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan ( 3 - 4 ) Rp...

6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak
Parkir

Rp...Kenaikan = IOO o/o x Rp.....,......(5)

7. Pengurangan atau penghapusan sanksi
Administratif Rp...

8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7 Rp...

Dengan huruf:

KEPALA BADAN,

{ "" 1'**.':t 
(<r -'



C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

ffil

tqWJW#

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peratu?an Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2O2L tentang Pajak Daerah
telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban
Pajak Parkir terhadap:
Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

berikut:

KEPALA BADAN,

!.'

T 
BUPA*NAr,NA,+ (cr f,"

Berdasarkan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibavar adalah se

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir Rp..

2. Pajak Parkir yang terutang: lOo/o x Rp.........(1) Rp..

3. Kredit Pajak
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya
b. setoran yang dilakukan
c. lain-lain
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Rp
Rp
Rp

Rp..

4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak
(2)- (3d) Rp..

Dengan huruf:



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR4 3 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Setoran PaJak Daerah (SSPDI

l.qririll
ffiW VII PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA(v,-r.r!l '
.s37-T PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGANr4956-of4-"

1.
2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Nama Wajib Pajak : Kode Rek:
A1amat :

NPWPD:
Jenis Pajak :

Nama Objek :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
D Masa : Bulan Tahun
I SKPDKB :

n SKPDKBT i

N STPD :

Diterima oleh petugas
Tanggal

Tanda tangan
Nama Jelas

Lembar : 1. Untuk Wajib Pajak
2. Untuk BPKPD
3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
4. Untuk Bank
5. Untuk laporan Bank ke BPKPD

Ranai,
Penyetor,

Tanda tangan
Nama JElas

KEPALA BADAN,
t

9.
No Uraian Besar Setoran

Jumlah Ro.

Terbilang:

f "'*'':^*.:'t



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 4-9 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPDI

ffil
[$ W *II PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
[$ T ,#l

Xwz-.4 PERAIreKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN
Yre&-@49C)/

Kepada Yth.
di

Nomor
Tanggal
Tanggal Jatuh Tempo

I.
tentang Pajak
terhadap:
Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

II.

SURAT TAGIHAN PA.'AK DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor L9 Tahun 2O2l
pembayaran Pajak ParkirDaerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban

Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar

fi 
"":'' **T'+

adalah berikut:
1. Pokok pajakyang harus dibayar Rp...

2. Telah Dibayar tanggal . Rp...

3. Pengurangan Rp...
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp..

5. Kurans Dibavar (1-4) Ro..
6. Sanksi administrasi bunga berupa Bunga = .........bulan x

2o/o x Rp............ (5)
Rp...

7. Jumlah vane harus dibavar (5+6) Rp...
Dengan Huruf:

KPPALA BADAN,

ffi
ffiArl
ffiH /

ll /11

rcf,II wr


